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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan  

 Kasus anji dan Rius membuktikan bahwa UU 11/2008 dan UU 19/2016 

dapat membatasi pembuat konten dalam mendistribuikan sebuah konten di 

YouTube, padahal maksud dan tujuan Rius dan Anji sebagai pembuat konten 

dalam mendistribusikan konten bukan untuk mencemarkan nama baik ataupun 

menyebarkan berita bohong. UU 11/2008 dan UU 19/2016 belum mengatur 

mengenai spesifikasi pengertian khusus tentang mendistribusikan konten oleh 

pembuat konten di YouTube. Pembuat konten yang memiliki tujuan untuk 

memberikan informasi dalam sebuah konten seperti Anji dan Rius dianggap telah 

melanggar Pasal tentang penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. 

Tujuan pembuat konten dalam memberikan Informasi tentunya didasari dengan 

mengemukakan pendapat atau mengekspresikan dirinya. Sebagai individu 

pembuat konten tentunya memiliki hak yang dimiliki sejak lahir yaitu hak asasi 

manusia. Salah satu jenis hak asasi manusia adalah hak kebebasan berekspresi dan 

berpendapat. 

 Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam instrumen 

hukum interansional yaitu DUHAM dan KIHSP dan diatur pula dalam instrumen 

hukum nasional dalam UUD 1945 Pasal 28, 28 ayat (3), 28F, UU 39/1999 Pasal 

14 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2).  

 Dalam pelaksanaannya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat 

termasuk ke dalam hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh 

suatu Negara, dalam KIHSP disebut derogable rights. Pembatasan tersebut 

tentunya harus didasari oleh prinsip dan syarat berdasarkan kondisi tertentu. 

Dengan demikian setiap orang bebas berpendapat dan berekspresi, namun harus 

dalam batasan-batasan tertentu agar tidak menganggu hak orang lain. UU 11/2008 

dan UU 19/2016 merupakan bentuk Negara Indonesia membatasi pemenuhan hak 

kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam kegiatan yang dilakukan melalui 

internet atau kegiatan yang dilakukan dalam ruang siber. Seperti yang diatur 

dalam Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (3), 28 ayat (2), dan 32 ayat (1) UU 11/2008 yang 
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mengatur mengenai larangan mentransmisikan informasi elektronik yang memuat 

kesusilaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian (SARA), dan perusakan 

informasi elektronik atau dokumen elektronik.  

 Pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam 

mendistribusikan konten menjadi masalah karena Pasal yang terkandung dalam 

UU 11/2008 dan UU 19/2016 sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

dilakukannya suatu pembatasan tidak memadai untuk dijadikan alasan suatu 

pembatasan. Berdasarkan Prinsip Johannesburg dan Komentar Umum pembatasan 

harus diakomodasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan 

baik, jelas serta dapat diakses dengan mudah. Tetapi Pasal yang diatur dalam UU 

11/2008 dan UU 19/2016 seringkali menimbulkan multitafsir dan belum 

terdefinisikan dengan baik mengenai mendistribusikan konten, perilaku yang 

dimaksud atau perilaku yang termasuk dalam pencemaran nama baik dan 

menyebarkan berita bohong. 

 YouTube sebagi platform tempat untuk mendistribusikan konten tentunya 

membuat suatu peraturan untuk menjaga agar konten yang didistribuikan di dalam 

YouTube tidak sembarangan atau sejalan dengan kaidah dan norma yang ada 

dalam suatu Negara. Konten yang dilarang untuk didistribusikan dalam YouTube 

adalah konten yang mengandung seksual atau ketelanjangan, konten merugikan 

atau berbahaya, konten mengandung kebencian, konten kekerasan atau vulgar, 

pelecehan dan cyberbullying, spam, metadata yang menyesatkan dan scam dan 

konten yang memberikan ancaman.  

 Adanya aturan yang diatur dalam YouTube belum cukup untuk mengatasi 

permasalahan terhadap konten yang dianggap bertentangan dengan hukum oleh 

penonton, karena pada kenyataannya pembuat konten masih dapat dilaporkan dan 

dipidana oleh Pasal-Pasal yang diatur dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016 dalam 

hal suatu konten yang dianggap bertentangan dengan hukum. 
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5.2  Saran 

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016 

yang dirasa multitafsir agar dapat menentukan batasan-batasan kebebasan 

berekspresi dan berpendapat dalam mendistribusikan konten di YouTube. UU 

11/2008 dan UU 19/2016 belum secara lengkap mengakomodasi dalam hal 

definisi dan pengertian terhadap aktivitas mendistribusikan konten di 

YouTube sehingga dibutuhkan aturan khusus dalam hal mendistribusikan 

konten oleh pembuat konten yang kini sudah menjadi fenomena dan profesi 

yang banyak diminati di Indonesia. Saran lainnya adalah di butuhkan suatu 

badan, organisasi atau lembaga seperti KPI untuk mengawasi suatu konten 

yang didistribusikan oleh pembuat konten dan sebagai lembaga yang 

menampung aspirasi masyarakat untuk menindak lanjuti aduan atau kritik 

terhadap sebuah konten yang dianggap telah menyebarkan berita bohong atau 

melakukan pencemaran nama baik, sehingga penerapan sanksi pidana 

merupakan sanksi terakhir.  

2. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak setiap manusia, 

termasuk pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube. 

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu pemenuhan hak 

asasi manusia, agar kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak 

menimbulkan konflik maka dalam pelaksanaannya Negara dapat membatasi 

atau mengurangi pemenuhannya dalam peraturan perundang-undangan tertulis 

dan jelas. Salah satu aturan sebagai bentuk Negara membatasi adalah UU 

11/2008 dan UU 19/2016. Hal ini menyebabkan dalam mendistribusikan 

konten, pembuat konten dituntut untuk berhati-hati dalam mendstribukan 

konten di YouTube agar tidak melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang 

berlaku di masyarakat. Salah satu cara agar terhindar dari masalah hukum 

pembuat konten harus pandai dalam mengutarakan maksud dengan baik dan 

benar dalam membuat dan mendistribusikan konten dengan memperhatikan 

norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 
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